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a. 	 Penyalahgunaan teknologi infonnasi juga dapat terjadi dalam transaksi e-banking 
yang menggunakan media internet dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan 
melanggar hukum apabila penyalahgunaan teknologi infonnasi tersebut 
mengakibatkan kerugian baik dari pihak bank maupun dari para pengguna jasa 
bank, baik yang dilakukan oleh karyawan bank sendiri (secara intern) maupun 
oleh pihak-pihak lain (secara ekstern). 
b. - Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam transaksi e­
banking dilakukan dengan penegakan hukum yang erat kaitannya dengan 
kualitas dan kuantitas produk hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan 
kesadaran hukum masyarakat. 
- Upaya hukum guna perlindungan hukum tersebut juga dapat ditempuh 
gugatan perdata, sedangkan perlindungan hukum pidana akan bergantung 
pada upaya penemuan hukum karena belum ada hukum pi dana positif yang 
mengatur persoalan tersebut. 
-	 Perlindungan hukum dalam hal tersebut belum dapat diharapkan optimal dan 
akan bergantung pada penataan bisnis internet banking. 
2. 	 Saran 
a. 	 Sudah waktunya untuk dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur 




hukum tentang batasan-batasan menganai apa yang disebut sebagai kesalahan 
dan menjadi jelas pertanggungjawabannya termasuk dalam hal metode-metode 
pembuktian yang diatur secara jelas. Hal tersebut hams didukung oleh para 
penegak hukum yang berkualitas, mampu memahami secara teknis penggunaan 
teknologi infonnasi, dilengkapi dengan fasilitas yang memadahi. 
b. 	 Seharusnya segera dibuat suatu kesepakatan antar lembaga penegak hukum 
dengan Pemerintah (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Mahkamah Agung) 
untuk merumuskan hal-hal yang berkenaan dengan penanganan masalah 
penggunaan teknologi informasi dan dimmuskan dalam produk yuridis 
(misalnya: Kesepakatan atau Keputusan Bersama) agar ada penyelesaian yang 
seragam sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang positif mengatur 
persoalan tersebut. 
